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ABSTRAK

Krizsis moneter vang melanda hampir scluruh belahan dunia di pertenpahan
Tabun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perckonomian tidak terkecuali
[ndoeesia. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak
krisis yang tengah melanda karena tidek depat [agi menjalankan usaba sehapaimana
biasanva. babikon tidek mampu mempertaliankan kelangsungan usashanya. Salab salu
langkah vang harus di ambil untuk keluar dani keterpurukan dan menyelessikan masalah
perckanomizn ini adalah  perlunya pembaharuzn di bidang  hukum, khuzusnya
menyangkut Undeng-LUndang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayvaran Tang.
[3 samping kreditor dan debitor pailit, pihak lain yeng juga tedibat di dalam proses
kepailitan adalab kurator dan hakim pengawas, Kuerator dalam melaksanakan ugas
penyelesaian harta pailit, tidak akan berbosil tanpa adanva bantuan dari pitiak yang
terkail langsung dengan proses kepailitan tersebut. Olch karena jtu ada bel=rap
pertasalahan yong menenk untuk dibahas dan dikaji, vaitu bagaimana peloksanaan hak
dan kewajiban kurator dalam proses penvelesaian hara pailit, bagaimana peranan dan
tangeung jawab kurator dalam proses penvelesaian hara pailit, seris kendala-kendala
yang ditemui oleh kurater dalam penvelesaian harta pailit tersebul. Untuk memperolch
data penelitian vanp akurat, digunakan metode penelitian yuridis sosiclogis vang
bersifat deskriptif. Dhari hasil penelitian vang dilakukan ditemukan babws  di dalam
proses penyelesaian harta pailit, seorang kurator mempunyai hak dan kewsjiban, dimana
ia memiliki hak untuk melakukan sesuse don aau tidak melakukan sesoate ser
memiliks kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi demi membaniy lancarnyve suam
proses  kepailitan. Apabila kueator tidak melaksanakan hak dan  kewajibunnya
schagaimang yang telah ditentukan didalam undang-undanp, maka atas perbuatanmya
tersebut akan menimbulkan akibar hukum terhadap persoalan kepailitan yang tengah
ditanganinya. Kurator mempunyai peranan vang sangat penting untuk mejalin hubungan
Rerjasama yang baik dengan debitor pailit kreditor dan hakim pengawas, agir proses
penyelesalan  harta pailit begjalan dengan  lancar,  Kurator yang cerdas dan
berpengalaman sekalipun tidak skan berlisil mefakukannya jika kurator tersebut tidak
daput menjalin kerjasama dengan semua pihak vang terkait. Kurator harus bertanggung
Jawab techadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengumzan dan
atay pemberesan harta pailit vang  menvebabkan kerugian terhadap hara pailit,
Terhadap Kerugian yang timbul sebapai akibal stas bertindak ataw tidaknya kurator
dibehankan pada harta pailit untek mesgoanti kersaion ersebut, Sedanghkan kerugian
vang tmbul sehagai akibat atas tindakan kurator bisa menjadi tanpgung jawab pribadi
kurator, vang berarti menjudi beban harta pribadi kurator untuk mengeganti Kerugian,
Palam menghadapi kendala-kendala terschut kurator melakukan berbagai upava,



BAR I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter vang melanda hampir $eluruh belahan dunia dipertengabun
Fahun 1997 telah memporak-porandakan  sendi-sendi  perckonomian, tidak
terkecuali Indonesia. Dunia usaha meropakan dunia vang paling menderita dan
merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Para pelaku usaha tidak dapat lagi
menjxlankan usaha sebagaimana biasanya, bahkan tidak mampu mempertahankan
kelangsungan usahanya. Lebib jouh i para pelaky vsaha banyak vang tidak
mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada para krediturmy..

Untuk mengatasi dampak int. maka diperlukan langksh kongheit untuk
membangkitkan kembali sistem dunia usaba yang nvaman serta kepastian hukum
dalam  berbisnis. Sejalan dengan wpava tersebut. langkab yang  dilakukan
pemerintah dalam bidang hukum adalah menyempurnakan kembali persnpkas
hskum yang ada antara lain dengan merevisi kembali Undang-Undang, Kepailitan.
Intsiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan sebenamya timbul
karena adanya tekanan dari Dana Moneter Internasional { frernations! Monetary
Fund ([ IMF } vang mendesak supava Indenssia menyempurnakan sarana hekum
vang rengatur permasalaban pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditr
“IMF merasa baliwa peraturan Lepailitan yang merupakon warisan pemerintal
Kolontal Belanda selama ini kurang memadai dan kwrang dapar memenuli

tentutan zaman'”, Selain itu penyempurnazn terhadap Undang-Undang K epailitan

Dol Yanidan Gunawan Widjaya, Nepoifiae, PT, Bajs Grafindo Persada, Jakars, 2002
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diupayakan untuk memenuhi kebutuhan vang mendesak di tengah lajunya
perekonomian yang demikian cepat dan Juas.
“Peraturan vang periama kali mengatur tentang kepailitan di

Indonesia adalah faillissementiverordening Staatshlaad Tahun 1903

vomor 217 juncto Staatshlaads Tahun 1906 Nomor 348, hingpa

pada tangeal 20 April 1998 pemerintah tclah menetapkan Peraturan

Pemerintaly Penppanti Undang-Undang Nomor | Tahun 1998

tentzng perubahan atas Undang-Undang  Kepailitan yang  telah

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undanz,
vaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 entang Penetapan

Peraturan Pemerintoh Momor | tentang Perubahan dan Undang-

Undang tentang Kepsilitan tanggal 9 September 1998 { Lembiran

Megara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomaor 135 ¥,

Meskipun telah dilakukan perubahan wemyata Undang-1ndanp Kepailitan
tersehut masih belum mampe memenuhi kebutuhan hukum, hingga akhimya pada
tanggal 18 November 2004 Presiden Republik  Indonesia  mengesahkan
berlakunya Undang-Undeng Nomor 37 Tabun 2004 tenang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Uteng { Lembaran Negora Republik Indonesia
Momor 131 Nomaor 2004 ), dan dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka
Undang-Undang sebelumnyn dinvatakan tidak berfaku lagi,

Undang - Undang MNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailiion Dan
Penundasn Kewajiban Pembayaran Utang selenjutnya dischur sehagat LILIE,
terdiri dari 7 Bab, pada Bab | membicarakan tentang Ketentuan Umum, Bab 1
tentang Repailitan, Bak 111 fentang Penundasn Kewajiban Pembayaran Uang,
Bab ¥ tentang Permohonan Peninjauan Kembali, Bah ¥ tentang Ketentuan Lain-

Lain, Bab V[ tentang Permohonan Peninjousn Membali dan Bah VI Mengatur

Tentang Ketentuan Penutup.

=y
Tirmran Moging. Peranan dan Tanggung Inwab Kurates Dadam Pengurusan dan Pernberesun Hams
Pailit, 1. Baja Grafindo Persada. Sikarse, 2604, hlm -7
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Pasal | angka 1 menjelaskan “Kepailitan adalah sita umum atas semua
kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannva dilakukan olsh
Rurater di bawah pengawasan Hakim Pengawas scbapaimana diztur di dalan
Undang-undang ini.” Ketentusn pasal tersebut denpan jelas memperl ihatkan
bahwa selain debitur, maka pihak lain yang mempunyai peranan penting dalam
kepailitan adalah Kurator dan Hakim Penpawas haik kepailitan PLECOMIEan
maupun kepailitan badan hukum, karena kurator memiliki peran wtama dalam
pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan kreditur dan debitur
pailit sendiri,

“Terhitung - sejak  ranggal  putusan  penvataan  pailit
ditetapkan, debitur  pailit tidsk  lagi  diperkenankan  untuk
melekukan pengurusan ats hara kekayasn vang telah dinyatakan
pailit { harta pailit ). Selanjutnya pelaksanaan pengursan dan atow
pemberesan harta pailit tersehut harus ditetapken dalam prutusan
pemnyataan pailit tersebut. Pelaksanasn dan pengurusn hara pailit
aleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat it pula terhitung
sejok tanpeal putusan ditetapkan imeskipun terhadap  putusan
dimukan kasasi alau peninjavan kembali,

Kurtor  diangkat  oleh  penpadilan  hersamaan diengan  keputusan
permahionen  pernyatan paili. Dalam hel i debir stme kreditue yang
memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada
pengadilan maka Balai Harta Peningpalan ( BHI* | bertindak selake kursior®

* Menurut Undang-Undang Kepailitan hasil revisi, Kurater atas harta
pailit milik  debitur  pailit tidsk  dimonopoli aleh Dalai Harta
Peningoalan schagal sate-satunyva Kurator, melainkan jupa dibuka

kemungkinan bagi pihak fain untok weat menjadi kurator bagi harta
pailit, dengan  kelentwan  bahwa  pihak  tersebut  hareslak

" Alusied Yosii dan Gunawan WilliaEn, el hlm 67
i
fhial m a3
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4, Perorangan atau persekutuan perdia yang berdomisili di Indonesiz,
ving memiliki keahlian khusus wang dilakukan dalam rangka
mengurus dan atau membersihkan harta pailit, dan

b. Telah terdaflar pada Departement Kehakiman™.”

Kurator vang diangkat oleh pengadilan harus independen Jen (idak
mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitur maupun dengan pihak
kreditur.

Berbicara mengenai kurator maka hal vang paling menonjol adalah hak.
kewajiban, persnan dan tanggung jawab dalam menguros harta pailit, Kueeptor
mempunyal kekuasaan atas herla kekavaan debitue pailit sshinppa korator bisa
menjalankan  perekonomian  peresahasn,  bahkan  sedapat  mungkin  hisa
meningkatkan hara pailit. Meskipun demikian, korator tidak biss berbieat sesuko
hati terhadap kekavaan debitur pailit tersebut, scbhab dia berkewajiban untuk
menytapkan dan melaporkan perkembangan hata pailit kepada hakim pengawas.

*Jika ditinjau lebih lanjut, urtuk melaksanakan agas don kewenangan

kurator berdassrkan Undang-Undang Kepailifan, seorang  Kurator

paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain -

1. Penpuasaan hukum perdrein vang memadai.

2. Penpuasaan huekum kepailitan.

30 Penguassan manajemen ik debitur pailit merupakan svatu
perusshaan vang masih dapat disclamatkan kepiatan usahanya ).

4. Penpuasaan dasar mengenal !{Euung&m“.*

Remampuan tersehut idealnya dimiliki oleh seorang kurator. Kumator
harus memzhami bshwa tupasnye lidak hanya sekedar sebhagaimana harta peilil
vang berhasil dikumpulkannya untek Kemudian dibagi kepada para kreditumya,
etapt febib jeuh sedapat munghin bisa meningkatken nilai hara pailit tersehut

Eemampuan kurater harus ditkuti dengan intearitas. “Integritas berpedoman pada

kebenaran dan keadilan serta kebaruwsan ontuk mentaati standar profesi dan etika

ikt
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sesuad isi dan semangatnya. “Integritas mengharuskan kurator entuk hersikap
Jujur dan dopat dipereava dan tdak mengorbankan kepercavaon publik demi
kepentingan pribadi, bersikap objekiil dan menjalankan profiesi secars cermat dan
seksama.™

Berdasarkan urain di atas maka penulis menyusun suatu karya tulis dalam
hentuk skripsi vang berjudel @ HAK DAN EEWANBAN EURATOR DALAM
PROSES PENYELESAIAN HARTA PAILIT ™I PENGADILAN NIAGA

JAKARTA PUSAT™

B. Perumuosan Masalah
Berdasarkan latar belskang permasalaban di ates, moka wda beberspa
permasalahan vang harus dipertanyakan dan dican jawaban alas permasalahan
tersebul dengan jalan melakukan penslitian, momusen masalah terseber antara lain:
1. Bagaimanakah pelaksansan hak dan kewsjiban kurator dalam proses

penveleszian harta pailit.

2. Bapmimana persnan den fanggung Jawab kurator dalam proscs
penvelesaian harta pailit.
. Apaksh  kendala-kendala  vang  ditemui kurator  dalam proses

penyelesaian harta pailic.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penclitian ini adaleh memecahkan  permasalahan vang
ditimbulkan, antara lain
| Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban Kurator dalam proses

penveleszian harta pailit

Tal



BAB IV

PENUTUP

A, kesimpulan

Berdasarkan wraian-uraisn vang dikemukokan dulam boab-bab di ates

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebapai berikut

1.

B

Pelaksangan hak dan kewajiban kurater dalam proses penvelesaian hama
pailit telah diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
vaitu dengan cara melakukan seswatu atpu tidak melakukan sesuatu, seria
berbuar  sesuatu untuk sepala hal wvang  herkaitan  denpan proses
penyvelosaian harla pailit yung pemah ditanpaninyo. Awmns dilaksonakan ot
tidak  dilaksanakan  hak dan  kewajibannve  lersebul  dalam  proses
penvelesaian hana paibit, maka akan menimbulkan akibal hukum, tedak
hanva bagi kurator itu sendint letapi juga berdampak bagi kreditor, debitor
pailit dan hara pailit

Rurztor  mempunyai  peranan vang  sangat  penting  dalam  proses
penvelesaian hara pailit seperti @ melakukan pengurusan dan pemberesan
harta paitic, memberikan seluruh data dan informost sehubungan dengun
harta pailit sccarn lengkap dan akurat seperti menunjukan jumlah dan
lokast aset harta dehitor pailit, melakukan penyitaan terhadap harta dehitor
pailit yang dinvatakan schagar harta pailit oleh pengadilan, menyusun
daftar pembagizn harta paili, membagi-hagikan hara pailit kepada

kreditor debitor pailil, T samping o kurator juga mempunyai langgung

Al



Jawab terhadap harta pailit yang diakibatkan karens kesalohan atau
kelalaisnnya dalam melaksanakan tupas penpurssan dan atau pemberesan
harta pailit. Kerugian yang muncul sebagai akibat atas bertindak atau
tidaknys kurator dibebankan pada harta pailit untuk mengganti kerupian
tersebut, sedangkan kerugian yang timbul sebapai akibat atas tindakan
kurator bisa menjadi tangaung jawsb pribadi kurator, yang berarli menjadi

beban harta pribudi kurator untuk mengganti kerugian tersebut.

il
B

Di dalam menyelesaikan suatu kesus kepailitan yang ditangani aleh
seorpng Rurator, bukan berarti bahwa kerator tersehat tidak menemoi
kendala-kendala didalam pelaksanaanya. Kendala-kendale vang ditemui
kurator dapat meniadi hamhatzn bagi proses pelaksanaan premvie lesaian
harta pailit, seperti adanya debitor pailit vang tiduk kooperalif, terdapainva
benyak kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap dehivor
pailit pade waktu vang bersamasn, tidak bersedianya kreditor atas usulun
perdamaian yeng dinjukan oleh kurator dan lsin sebagainyva,
B. Saran
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang bmbul bagi kurator dalam

menjalankan tugas penyelesgion harta pailit, maka penulis mengajukan sarin-
siaran antara lain

L. Demi kelancaran proses penvelesaian hara pailil, hendaknyva searang
kurator melaksanakan hak dan kewajibannva sesupi denpan ketentuan
vang diatur didalam peraturan perundang-undangan vang berluku scpermi.
Undeng-Undang Mo, 37 Tahun 2004 lentang Kepailtan dan Penundaan

Rewajiban - Pembayaran - Uang,  karema  jika  kurator  tidak dapat
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melaksanakan  hak  dan  kewajiban  sebagsimana  mestinya  akan
menimbulkan dampak yang dapal memsgikan semus pihak vanp teckait
dengan proses kepailitan tersebul

Hendaknya kurator mempunyai kemampuean dalam menjalin kumunikasi
don kerjasama yang balk dengan pihak-pibak vang terkait lanpsunp
denpan proses kepailitan seperti debitor pailit, kreditor dan hakim
pengawas karena tanpa itu semua proses penyelesaian harta pailit mustahil
berjalan dengan haik, lancar dan cepat. D samping itu juga diperluken
yvang pengeiuran yang lebih tepas tentung batasen tanggoeng jawab scoranp
kurator dalam melakukan Gndoken-limdsken werhadsp proses penyelesaian
haria pailit, baik tanggung jawab kurator dalam kaposites kurator mavpun
tanggung jawab kurator schagai pribadi Rurator. Mengingat Undung-
Unidang yang ada sekarang tidak menjelaskan sejauh mana tangpung
Jawab seorang kurator, sehingga tindaken vang dilakukan kurator yvang
dikira baik wntuk kclanjutan harta pailit lidak beresiko bagi kurator i
sendir,

. Dengan banyaknya  kasus-kasus  kepailitan yang  delah  ditangani
sebelumaya, hendaknya Kasus-kases Kepailitan yang bary bermunculan,
seorang kurator tidak lagi mengalami hambatan-hambatan vang herarti
karena telah berpedoman kepada Kasus-kasus kepailitan lama vang telsh

terlehih dahulu ditanpani,
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